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AB STRAK 

IMPLEMENTASIPROGRAMPEMBERDAYAANKELURAHAN 

STUDIDIKECAMATANMEDANBELAWANKOTAMEDAN 
N A M A : Pardamean Sregar 
N I M : 051801080 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Magister Administrasi Publik 
: Drs. Drs. Kariono, MA 
: Drs. Usman Tarigan, MS 

Pada saat pemerintah memberlakukan peraturan tentang otonomi daerah dengan 
berbagai ragam model dan mekanisme dalam sejarah negara Indonesia seketika itu posisi 
studi kebijakan publik menjadi penting. Terutama dalam proses implementasi misalnya 
harus dilihat dalam struktur yang paling bawah karena langsung memiliki keterkaitan 
dengan kualitas pelayanan publik. Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan dalam 
tesis ini mencoba mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan terutama tentang 
pelaksanaan instruksi Walikota Medan Nomor: 141/079/INST. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah proses 
Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan Kota 
Medan? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses 
Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan Kota 
Medan? Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program 
Pemberdayaan Kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan 
mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam Implementasi Program 
Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sample yang dipilih adalah 
para lurah yang berjumlah 6 orang. Wawancara mendalam dilakukan kepada responden 
terpilih diantaranya camat, petugas pengawas kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh 
masyarakat yang dinilai tepat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa 
kepala kelurahan selaku Implementator tunggal dalam pelaksanaan kebijakan ini - sesuai 
yang tercantum dalam Instruksi Walikota Medan Nomor 141/079/INST- sudah cukup 
berhasil dalam melaksanakan instruksi ini, hal ini dapat dilihat secara nyata dari aspek 
kebersihan kota, penjagaan keamanan, ketertiban, pembinaan dan pelayanan masyarakat di 
Kota Medan. Namun beberapa permasalahan dasar yang perlu diperhatikan adalah dan 
perlu menjadi sorotan khusus adalah timbulnya kesan Program Pemberdayaan Kelurahan 
adalah kebijakan setengah hati dari Pemerintah Kota Medan, hal ini terlihat dari masih 
tingginya ketergantungan pemerintah kelurahan pada pemerintah kota dalam 
mengimplementasikan Program Pemberdayaan Kelurahan seperti yang tertuang dalam 
Instruksi Walikota Nomor 141/079/JNST. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa secara 
keseluruhan tingkat kebersihan kota masih dalam level yang memprihatikan kecuali pada 
daerah inti kota, semakin sulitnya masyarakat mendapatkan rasa aman, semrawutnya kota 
dengan reklame, dan tingginya tingkat kekecewaan masyarakat terhadap pola pelayanan 
yang diberikan oleh aparat pemerintah. 

Key words : implementasi program, pemberdayaan kelurahan. 
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1.1. LA TAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah dan akan 

mengubah secara mendasar hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai sebuah kontra konsep dari Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya otonomi yang 

luas kepada daerah, untuk dapat menentukan sendiri seluruh urusan pemerintahan 

di daerah kecuali beberapa kewenangan yang menjadi domain pusat. Banyak 

tugas-tugas pembangunan yang didesentralisasikan terutama berkaitan dengan 

penyediaan pelayanan masyarakat, pembangunan prasarana perkotaan dan 

peningkatan partisipasi masyarakat, yang merupakan alat pemerintah untuk 

menciptakan integrasi masyarakat dalam proses menjalankan program-program 

nasional di tingkat daerah. 

Kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan hasi1 dari bekerjanya dua 

kekuatan. Pertama, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang 

melanda tanah air dengan tuntutannya demokratisasi disegala bidang kehidupan. 

Kedua, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi 

dan implikasinya yang memerlukan tanggap dalam negeri melalui proses 

1 
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penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme kepemerintahan yang demokratik 

ditingkat lokal (Hoessein, 2004). 

Perubahan struktur dan makna dari era sentralistis menuju era Otonomi 

Daerah yang lebih luas, merupakan suatu kebutuhan untuk segera melakukan 

reformasi pemerintahan dalam rangka mengakomodasi tuntutan di segala bidang 

kehidupan. Tuntutan dan tantangan dalam menjalankan demokrasi, seperti 

reformasi dan globalisasi dengan segala konsekuensi dan implikasinya dipandang 

sebagai suatu tantangan dan petuang untuk meningkatk:an kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada 

masyarakat dengan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kartasasmita ( 1 996:336) juga 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain : 

Pertama, adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana 

yang tebih besar untuk membangun prasarana dan sarana yang akan lebih mudah 

membuka dan menyeimbangkan kesempatan berkembangnya secara lebih cepat 

kondisi ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah terbelakang itu. Kedua, adalah 

keterbatasan sumber daya manusia di wilayah terbelakang, yang antara Jain 

menyebabkan keterbelakangan itu sendiri. Ketiga, bahwa dalam pembangunan 

ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip dasar, apalagi dengan 

semangat deregulasi dan debirokratisasi, dan dalam rangka menghadapi tantangan 

globalisasi persaingan menjadi amat penting hanya bagaimana meraih kesempatan 

untuk hal itu, dan Keempat, yang berkaitan dengan ketiga hal di atas sebelumnya 

adalah bagaimana meraih investor swasta. 

2 
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